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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lira Andriani binti Darwin, NIK 1311045906800001, tempat dan tanggal lahir
Koto Japang, 19 Juni 1980, agama Islam, pendidikan
terakhir sekolah lanjutan tingkat petama (SLTP),
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
Jorong Koto Japang, Nagari Padang Air Dingin,
Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat pos-el
liraandrianie5@gmail.com dan layanan perpesanan
elektronik pada akun WhatsApp dengan No. HP.
082145524155, sebagai Penggugat;

lawan

Azrimulyadi bin Dasril, NIK 1311040810760002, tempat dan tanggal lahir
MANggis, 8 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan
terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan
petani, bertempat tinggal di Jorong Manggiu, Nagari
Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten
Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 telah
mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Muara Labuh, dengan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.ML, tanggal 29 Mei
2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 26 Februari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
514/07/111/2000 tanggal 1 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok
Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awalnya
membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong Manggiu,
Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan
selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke sebuah
rumah yang tidak dihuni di Jorong Manggiu, Nagari Lubuk Gadang Utara,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, terakhir Penggugat dan
Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Jorong Koto Japang, Nagari
Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan
sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
3.1. Rachmi Zahirah Azhari, NIK 1311046210010002, perempuan,
tempat dan tanggal lahir Manggis, 22 Oktober 2001, pendidikan
pelajar/mahasiswa;
3.2. Azzyra Rahim, NIK 131041805110002, laki-laki, tempat dan
tanggal lahir Padang Aro, 18 Mei 2011, pendidikan sekolah lanjutan
tingkat pertama (SLTP);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung
rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2016,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun
dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, disebabkan oleh:

4.1. Tergugat berselingkuh dengan kakak sepupu Penggugat;
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4.2. Tergugat sering bekata kasar kepada Penggugat;

4.3. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan sampai

berkata kasar;

4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada akhir bulan April 2023 yang
disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-
laki lain tanpa bukti, padahal Penggugat jika keluar rumah sering bersama
anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga akibatnya terjadi
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan
tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah milik bersama di Koto
Japang, Nagari Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten
Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di
Jorong Manggiu, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir,
Kabupaten Solok Selatan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu)
tahun;
9. Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak berjalan baik bahkan Penggugat dan Tergugat telah
meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
10. Bahwa setelah pisah rumah, pihak keluarga Tergugat sudah
pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun
kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Tergugat;
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12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara dalam
penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Muara Labuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Azrimulyadi bin Dasril)
terhadap Penggugat (Lira Andriani binti Darwin);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsidair:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir sendiri (in person), sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan
oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat;

Upaya damai oleh Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim telah berusaha
dengan  bersungguh-sungguh  menasehati  Penggugat agar tetap

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha
tersebut tidak berhasil;
Upaya damai melalui mediasi
Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;
Pembacaan surat gugatan
Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara
dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan
pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;
Acara pembuktian dari Penggugat
Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Solok
Selatan NIK 1311045906800001. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen,
telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan aslinya yang
ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim
serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 514/07/111/2000 yang
diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat,
tanggal 1 Maret 2000. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah
diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya
dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang
ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim
serta diberi kode P.2;
B. Saksi
1. Dasniwati binti Nasir, NIK 1311044809680001, tempat dan
tanggal lahir, Koto Japang, 8 September 1168, agama Islam, pendidikan
terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di Jorong Koto Japang, Nagari Padang Air Dingin, Kecamatan
Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat,
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adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah Saksi telah

memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan
membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong
Manggiu, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir,
Kabupaten Solok Selatan selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat
dan Tergugat pindah ke sebuah rumah yang tidak dihuni di Jorong
Manggiu, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah
ke rumah milik bersama di Jorong Koto Japang, Nagari Padang Air
Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan sampai
akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak selama berumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun
2016 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan saudara
sepupu Penggugat, Tergugat kurang cukup dalam memberikan
nafkah dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
dan saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan April 2023;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah milik bersama di
Koto Japang, Nagari Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan,
Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah
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orang tuanya di Jorong Manggiu, Nagari Lubuk Gadang Utara,

Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah

meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa upaya damai untuk merukunkan dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan;
2. Veniati binti Dahlan, NIK 1311045209870002, tempat dan
tanggal lahir Padang Air Dingin, 12 September 1981, agama Islam,
pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Jorong Padang Air Dingin, Nagari Padang Air Dingin,
Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat, adalah saudara sepupu Penggugat di bawah sumpah Saksi telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah

tangga terakhir di Jorong Koto Japang, Nagari Padang Air Dingin,

Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya

berpisah rumabh;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;

- Bahwa yang Saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak 16 tahun setelah pernikahan,

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat

dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan

saudara sepupu Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat selalu

berkata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan

tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 tahun 2 bulan
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yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di di Koto Japang, Nagari
Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok
Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jorong
Manggiu, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir,
Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah
meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa usaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat tidak pernah dilakukan;
Acara pembuktian cukup
Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut
dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya
Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;
Kesimpulan Penggugat
Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Hakim
agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;
Pemeriksaan selesai
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat
yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu,
sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf
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(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139
Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XI1/2022 maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang
berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu
Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (default without
reason), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak
bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan
gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat
dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena
itu berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat
dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak
dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, quod est Pasal 154 R.Bg
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junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi
Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap
persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara a quo adalah perkara yang
dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir
selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim
akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat dalam
mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan
Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat, maka quod est Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat
dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Desember
2016, sering terjadi perserlisihan dan pertengkaran antara penggugat dan

tergugat disebabkan oleh:

a. Tergugat berselingkuh dengan kakak sepupu Penggugat;
b. Tergugat sering bekata kasar kepada Penggugat;
C. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan sampai

berkata kasar;
d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
Puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan April 2023, Tergugat menuduh
Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, sehingga akibatnya
terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat pergi
dari rumah, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah
sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan selama itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:
Primair:
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Mejatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat);
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3.
Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair:
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Formil gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat
unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para
pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkaran,
guod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat
formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa secara verstek,
namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang
diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan
alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan
hukum dalam perkara a quo, Hakim tetap memberikan beban pembuktian
kepada Penggugat, sebagaimana akan Hakim uraikan dalam pertimbangan
selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan,
maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan
terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui
kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga quod est Pasal 311 R.Bg
pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (bindende bewijskracht) dan
menentukan (beslissende bewijskracht), maka sejauh posita gugatan
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Penggugat tentang jumlah keturunan dan tempat tinggal bersama setelah
menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui
seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena prinsip hukum perkawinan
yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum
Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa
pengakuan Tergugat terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan
doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam
bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya
diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi
terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang
hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama
berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan
oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana
dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan
tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran

tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus
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dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap
keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup
rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Penggugat guna
membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing
bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan
Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut
merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat
bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tersebut telah
memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan
dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya
Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten
Solok Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat,
sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta
autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1
telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat
P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang

mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah
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Penduduk Kabupaten Solok Selatan yang merupakan wilayah hukum
Pengadilan Agama Muara Labuh. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Muara
Labuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Februari 2000,
keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus
dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai
Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi
syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut
bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26
Februari 2000 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan
demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas
hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona legal standing in
judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan
dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah ibu kandung
Penggugat dan saksi kedua adalah saudara sepupu Penggugat, kedua orang
saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi
(vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan
keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah
(vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai
saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016
tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran secara terus menerus, saksi sering melihat dan mendengar
langsung pertengkaran tersebut;

2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
adalah karena Tergugat selingkuh dengan saudara sepupu Penggugat,
Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering

berkata-kata kasar kepada Penggugat dan saksi;

3. Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
dilakukan;
4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan

April 2023, Penggugat saat ini tinggal di Koto Japang, Nagari Padang Air
Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, tanpa
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak 16 tahun setelah pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi
pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut sebanyak 3
kali;

2. Bahwa penyebab pertegkaran antara Penggugat dengan Tergugat
adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan saudara sepupu
Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar
kepada Penggugat;

3. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak
pernah dilakukan;

4, Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 1
tahun 2 bulan yang lalu, Penggugat saat ini tinggal di Koto Japang, Nagari
Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan,
Kabupaten Solok Selatan, tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian
menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat

dengan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata-
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kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 tahun 2 bulan;
Fakta hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan
dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (tahlilu al-
niza’) dalam perkara a quo, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta
hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Sabtu, tanggal 26
Februari 2000 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
2.
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
kediaman bersama, sampai berpisah rumah;
3.
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4.
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan selingkuh dengan wanita lain dan
Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 tahun
2 bulan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan
Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan
pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat
1.
Petitum umum
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)
yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum
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tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian
dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;
2.
Petitum perceraian
Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)
yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;
Pertimbangan perceraian secara syar’i
Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar’i,
sebagai berikut:
a.
Surat Ar-Rum, ayat 21:

{ﬁ‘ P f,/ 1- - - P QN’?’ 7 .’.’ ;i ~ 4 ’..E ,. v &1 .’,/f ’.Z T ,. -
gp  (Siddars ) 18d gl (Sewail (s SIS O caile (e
Opis paidnsll A5 () wa>

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

b.
Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,
Juz Il, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

JluoVg 4 0V
Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);
C.
Kaedah fighiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz |,
halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai
berikut:
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Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang
lebih ringan.

d.
Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan
Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

lQJL..I‘_,.uo).ouI elgd aro galoiins V Loy go il J 0]l azg il cacol 5]
adlls ade lgalls logiu MYl e (iolall jmeq lger wauiwil Islo

asl,

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya
suaminya, baik berupa ucapan maupun tidakan, yang
menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan
rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut
boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan
dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan
hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka
hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

e.
Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, Juz VI, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

el lnio uall sl Ylasll .0l asilllbls
$Wig lowmnz axz g ll 6Lxdl puai V iz g

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian
dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan
bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk
perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi
terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri),
sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan
menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar’i tersebut di
atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan
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ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling
mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan
kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah
menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami
istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak
menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar’i, seorang istri
dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan
dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus disebabkan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering
berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 tahun 2 bulan. Menurut
pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (masyaqqah)
bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat,
sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara a quo setidak-
tidaknya telah mencapai tingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir (ultimum
remedium) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan
rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya
serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi
kemudaratan yang lebih besar;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian
hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan juncto Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang
dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya quod
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est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa
“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa “Suami
istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan
pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di
hadapan sidang, adapun Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi
mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan
pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan
mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding

kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
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lagi rasa saling mencintai, sehingga kalaupun keduanya dipaksa melanjutkan
hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga
yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (mitsagan ghalizha) dan
kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar

susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan
selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada
Penggugat dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan,
maka Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di
antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (broken marriage). Adapun
keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta
tersebut (vide: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Hakim
berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est Pasal 39 ayat (2) dan
Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (tahlilu al-niza’) dan
alasan beserta dasar hukum (tasbib al-ahkam) yang telah Hakim kemukakan di
atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan
dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil
syar’i yang terdapat di dalam Kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, karangan
Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi
pendapat Hakim, sebagai berikut:
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Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan
pertengkaran adalah talak ba’in, karena kemudaratan hanya
bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila
talak yang dijatuhkan adalah talak rajii, maka tentu
dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya,
dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi
kemudaratan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i
di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan
pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan,
antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,
belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar’i dan yuridis di
atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga)
tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk
dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Kesimpulan
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Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas,
maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
perkara a quo;

2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab
petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan’Penggugat dikabulkan
dengan verstek;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Azrimulyadi bin Dastril)
terhadap Penggugat (Lira Andriani binti Darwin);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1445 Hijriah, oleh
Rifka Zainal, S.H.l., M.A. sebagai Hakim, berdasarkan surat dispensasi/izin
sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tanggal 15
Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya
Tergugat dan salinan putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga.
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Hakim,

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.
Panitera Pengganti,

Gerhana Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
1. Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
2. 'Rp 20.000,00
Panggilan pertama P dan T
3. ‘Rp 10.000,00
Redaksi
2. Prose :Rp 100.000,00
s
3. Pangg :Rp 62.000,00
ilan
4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
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